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ABSTRAK

Ditengah kontroversi terhadap penerapan UU ITE yang dianggap oleh
beberapa kalangan sering dijadikan alat untuk membungkam lawan politik, selain
untuk membungkam kebebasan berpendapat terutama yang dianggap kritis, UU
ini juga disebut sebagai‘kepentingan politik penguasa‘pada waktu tertentu, UU ini
bisa digunakan rezim siapa saja.yang berkuasa untuk membungkam suara kritis,
oleh karena.itu Kapolri-yang baru saja dilantik Jenderal Listyo Sigit Prabowo
mengeluarkan kebijakan berupa Surat Telegram (ST) Kapolri. Nomor :
ST/339//RES.1.1.1./2021 tanggal 22 Februari 2021 yang mengacu pada Surat
Edaran Kapolri Nomor : _SE/2(11/20215 tanggal 19 Februari 2021 tentang
Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan/Ruang Digital Indonesia Yang
Bersih, Sehat dan Produktif,. Subtansi dari Surat Telegram. tersebut bahwa tindak
pidana ujaran kebencian dapat diselesaikan = dengan cara Restorative
Justice.berdasarkan ketentuan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian
terhadap putusan perkara No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh)dimana pelaku diduga
telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian, sehingga peneliti ingin mengkaji
mengenai kekuatan alat bukti elektronik dalam putusan tersebut.

Berdasrarkan fenomena tersebut, penelitian ini" menetapkan 2 pokok
permaslahan yaitu : pertama, Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik dalam
pembuktian tindak pidana Ujaran Kebencian dengan menggunakan media sosial
pada Pengadilan = Negeriw Tembilahan.(Studi. “Kasus. Putusan  No:
13/Pid.Sus/2020/Pn.Thh).? kedua, Bagaimana pertimbangan hukum dalam
penerapan kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Ujaran
Kebencian dengan menggunakan media sosial pada Putusan‘Pengadilan Negeri
Tembilahan?

Hasil penelitian dapat diketahui : Pertama, perkara Putusan Nomor :
13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh) adalah barang bukti berupa 3 (tiga) lembar screenshoot
konten kebencian yang diposting oleh akun Facebook atas "Warga Langit" Hal ini
diperkuat dengan adanya keterang dari ahli bahasa dan sastra Indonesia Jo ahli
bahasa ITE yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Usman Bin Asril
yang memposting kalimat. “Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau
secepat nya dipanggil oleh yg maha kuasa..Aamiin” merupakan perbuatan yang
mengandung ujaran kebencian. Kedua, pertimbangan hukum dalam penerapan
kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Ujaran Kebencian
dengan menggunakan media sosial terhadap Putusan No:
13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh.  mengacu kepada pertimbangan yuridis dan
pertimbangan non yuridis. atas Perbuatannya terdakwa dijerat dengan Pasal 45 A
ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan atas
perbuatannya terdakwa Usman Bin Asril dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam)
bulan dan denda denda sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).

Kata Kunci : Kekuatan Alat Bukti Elektronik, Pembuktian, Ujaran
Kebencian



ABSTRACT

In the midst of the controversy over the application of the ITE Law which is
considered by some to be a tool to silence political opponents, in addition to
silencing freedom of opinion, especially those considered critical, this law is also
referred to as the political interests of the rulers at a.certain time, this law can be
used by any regime in power:-To silence critical voices, the newly inaugurated
National Police Chief General Listyo Sigit Prabowo issued a policy in the form of
the  National “ Police  Chief's. Telegram  Letter  (ST).. Number
ST/339/11/RES.1.1.1.2021 dated February 22, 2021, which refers to the Circular
Letter of the Chief of Police-Number SE/ 2/11/2021 dated February 19, 2021
concerning Ethical Cultural*Awareness to Create a'Clean, Healthy and Productive
Indonesian Digital Space, the substance of the Telegram. Letter states that hate
speech crimes can be resolved by means of Restorative Justice. case No: 13
Pid.Sus 202 0 Pn.Tbh) where the perpetrator is suspected of having committed a
crime of hate speech, so the researcher wants to examine the strength of electronic
evidence in the decision.

Based on this phenomenon, this study sets out 2 main problems, namely,
first, how is the power of electronic evidence in proving the crime of hate speech
using social media at the Tembilahan District Court (Case Study Decision No:
13/Pid.Sus/2020/Pn.Thh) .? second, How are legal considerations in applying the
power of electronic evidence inproving the hate.speech crime using social media
in the Tembilahan District Court Decision?

The results of the study can be seen. First, the case of Decision Number
13/Pid.Sus/2020/Pn.Thh) is~evidence in the form of 3 (three) screenshots of
hateful content posted by the'Facebook jaccount for “Warga.Langit". Indonesian
linguist and literature expert Jo, an ITE linguist who basically stated that Usman
Bin Asril's actions were posting the sentence “"Congratulations on the inauguration
of the president, hopefully he will be summoned by the almighty as soon as
possible. Amen is an act that contains hate speech. Seecond, legal considerations in
the application of the power of electronic evidenece.in proving the hate speech
crime by using social media 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh. referring to Decision No.:
to vuridis considerations and nen-juridical.considerations. For his actions the
defendant is charged with Article’45 A paragraph ( 2) in conjunction with Article
28 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016
concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia nesia Number
11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and for his
actions the defendant Usman Bin Asril was sentenced to imprisonment for 6 (Six)
months and a fine of Rp. 3,000,000.00, - (three million rupiah).

Keywords : The Power of Electronic Evidence, Evidence, Hate Speech.
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masa

)C &-
terjadi juga karena pelé Q @ Is dite an.? J. E. Jonkers dalam
e

bukunya Hanafi Amrani meru wa pidana sebagai perbuatan yang

! Didik M. Arief Mansur, Cyber Law AspekHukumTeknologilnformasi, Aditama, Bandung,
2009. HIm. 1.
2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonseia, Grafika Indah, Jakarta, 1996. Hlm. 30.



melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau
kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.’
Perkembangan Teknologi dan Informasi dengan perkembangan media
sosial, semakin beragam tidak jarang media sosial disalahgunakan oleh
penggunanya dalam kepentingan bisnis, politik, dan bahkan membenci suatu
kelompok tertentu, salahysatu'yang menjadi perbimeangan hangat pada saat ini
adalah Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang muncul di berbagai media sosial.
Ujaran Kebencian (Hate Speech) merupakan tindakan, baik ucapan atau
kata-kata yang menggunakan media tertentu (internet), melalur media sosial untuk
menghina atau mendriskriditkan orang lain, dengan dalih atau dasar suku, ras,
agama, gender, kelompok atau.bangsa tertentu.. Tindakan Ujaran Kebencian (Hate
Speech) saat ini sudah merambah ke semua media sosial yang ada, baik itu
facebook, twitter, whatsapp,- ‘instagram f\ataupun media.. sosial lain yang
berkembang saat ini dan menjadi kebutuhan masyarakat di Indonesia.
Permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyampaian informasi,
komunikasi secara elektronik adalah dalam hal.pembuktian. Seringkali pelaku
kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) sulit untuk diketahui dan dapat dengan
mudah menghilangkan jejak tanpa diketahui dengan jelas. Sampai saat ini dengan
semakin luasnya pengguna jaringan komputer, kejahatan juga semakin meningkat,

dan banyak kasus yang terjadi tetapi tidak diproses sampai ke meja pengadilan

¥ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawabaan Pidana : Perkembangan
dan Penerapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. HIm. 13.
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karena alasan tertentu, hal tersebut juga menjadi tantangan bagi para penegak

hukum dan kalangan hukum untuk menyelesainyan persoalan yang diakibatkan

melalui media
buktian, hakim

bukti elektronik

keberadaan alat bukti elektronik berupa infomasi elektronik dan dokumen
elektronik dapat memiliki peranan penting dalam pembuktian perkara tindak

pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech).
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Di dalam hukum pidana yang dianut oleh Negara Indonesia, alat bukti yang

dapat diajukan ke muka persidangan adalah alat bukti yang tertuang dalam Pasal

Perubahan

Transaksi nakan istilah

Informasi ebuah data atau
informasi a

Hal tersebu

S £ 5 )2 B

ﬁ‘i
. @“t
,‘1

Elektronik ITE. Dengan

berlakunya ke , maka alat bukti
yang sah dala

pada alat bukti

QD
w
c
=
=
=4
o
c
=
=
<
QD
S
Q

disebutkan dalam Pasa

Q @ h (2)yUndang-Undang tersebut, yaitu
W

Informasi Elektronik dan/ata ektronik dan/atau hasil cetaknya.
Perluasan mengenai alat bukti tersebut, membawa perubahan dalam hukum

pembuktian yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia.

* Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020, HIm,
119.
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Alat bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dapat ditinjau
berdasarkan dua pandangan. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa

informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bagian dari alat bukti

elektronik

N

yaitu elektronik

2

etunjuk yang

digunakan dalam Pasal

LE M

O AV
-

26A Unda

=

001 Tentang

Perubahan
Tindak Pida
sebagaimang

korupsi juga

Nacaeacy
:

a.

b. Dokumen, ya . ormasi yang dapat dilihat,

dibaca, dan atau dide apat dikeluarkan dengan atau tanpa
bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik
apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang

berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka,

atau perforasi yang memiliki makna.”
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Pandangan pertama ini menyatakan bahwa dalam menentukan kedudukan
alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik harus ditelaah lebih jauh
bstansi tersebut alat bukti

substansi atau isi dari alat bukti tersebut. Berdasarkan

I yang di atur
dalam Pasal 184 : _'I : .“ , kemudian di
tegaskan dala = Al eksistensi alat
bukti elektro dy O.S. Hiariej

bukti informasi

merupakan penambahan alat bukti.

® Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi
Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana,
Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 2, Juli 2014, Him, 122.
6 .
Ibid
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Pandangan kedua ini membantah pandangan pertama yang mengatakan
bahwa “alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan bagian
dari alat bukti petunj

” Menurut Pasal 188 ayat UHAP, petunjuk adalah

Sumber yang dapat dig 0.0 ‘ . i tunjuk terbatas dari

alat-alat bukti ya i o ' UHAP. Dalam

“hanya” dapat dipero n Keterangan Terdakwa.

Dari perkataan a sude if” ditentukan, yang

26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka saat ini alat bukti Petunjuk

7 Ramiyanto, Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana,
Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017, HIm, 471.
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berasal dari Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, dan alat bukti
elektronik berupa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektonik.

Dengan demikians dapatlah dipahami, bahwa.alat bukti elektronik yang

vagai alat bukti
elektronik 2dudul . ama de nnya sehingga

memiliki kekuata : ik lainnya.

permohonan judicial review Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
dikatakan bahwa dalam Pasal 5 Ayat 1 (satu) dan Ayat 2 (dua) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik™” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan

hukum atas permintaanskepolisian, kejaksaan, dan/atau. institusi penegak hukum

ini juga dise i kepenting: ik pe : ertentu, UU ini
bisa digun rezim si ja yar J berkua untt am suara Kritis,

oleh karena I yan jé : > Sigit Prabowo

melakukan penanganan tindak pidana kejahatan siber Kkhususnya Ujaran

Kebencian (Hate Speech) :

¢ Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tanggal 22 Februari 2021
® Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/2/11/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Kesadaran
Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif
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Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara Restorative Justice
adalah pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan mempedomani Pasal
27 ayat 3 UU D

Tahun 208 Telag ITE, Pasal 207 KUHP, Pasal 310

etnis agar
8 Tentang ITE,

40 tahun 2008

a. Terhadap tinc . a baik, fitnah, penghinaan

tidak dilaksanakan p dapat diselesaikan dengan cara /

mekanisme Restorative Justice.

YU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
" UU. No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia
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4.  Agar melaksanakan gelar perkara melalui virtual meeting zoom kepada
Kabareskrim up Dirtipidsiber dalam setiap tahap penyidikan dan penetapan
tersangka.

Semoga dengan dikeluarkannya ST ini UU ITE bisa diterapkan secara
selektif sehingga bisa memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan pihak
Polri bisa lebih profesional:lagi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana ITE terutama dalam hal pembuktian yang memakai alat bukti
elektronik. Menurut Lombroso sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi
Arief, sepanjang setiap pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan-kebutuhan
yang berbeda, merupakan suatu kebodohan untuk menerapkan pidana yang sama
kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu.*?

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas dan juga
oleh karena tindak pidana I'TE denganalat bukti.elektronik sebagai salah satu alat
pembuktiannya di luar alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1)
KUHAP sedang marak dibicarakan oleh masyarakat di Indonesia pada saat ini,
maka Penulis merasa tertarik untuk mengkaji kasus mengenai pembuktian alat
bukti elektronik tersebut secara komprEhensif dan menuangkannya dalam bentuk
proposal tesis dengan judul “Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian
Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Menggunakan Media Sosial (Studi

Kasus Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh).”

2 Muladi, dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Pertama
Cetakan ke-4, PT. Alumni, Bandung, 2010. HIm. 40.
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Masalah Pokok
Dalam penulisan memiliki masalah pokok sebagai dasar dalam melakukan

penelitian, maka masalah pokok yaitu :

1.
2.
encian dengan
embilahan?
Tujuan
1.

Kebencian dengan meng edia sosial pada Putusan Pengadilan

Negeri Tembilahan.
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2. Kegunaan
a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi

aparat peneg

S

hukum dalam menangani_pe

TS5 "

ara tindak pidana ujaran

umbangan

(
dana,

)
o
=
eny

T—

serta dapat

\%“E‘é" -

C. lesaikan tugas
[
wf peroleh gelar
: iversitas Islam
Kerangka :
1 Teori S ‘
Pard

pembuktian dalam

perkara perdata. Dalam perka hu acara pidana) adalah

<>

Ve

bertujuan untuk menca ebenaran sejati atau yang

LI

< W
sesungguhnya, sedangkan pemk am perkara perdata (hukum acara
perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak
boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi

hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan
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preponderance of evidence, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran
materiil, maka peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt).*®

Pembuktian secara_bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa

suatu usaha

@
o
i
-~
g
5
3
@
g

an.** Dalam

-

ukum acara

ang terdakwa

didalam pe

AL EYT

Menu ktian adalah

mengandun adalah suatu

FESY F s

(@,

aran peristiwa

dalam rangka

AW

tahapan dalam

3 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta,
2013. HIm. 241.

14 Ebta Setiawan, arti atau makna pembuktian, dalam http:// KBBI.web.id/arti atau makna
pembuktian. diakses pada 9 Februari 2021 jam 15.01 Wib.

> Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Ghalia, Jakarta,
1983. HIm. 12.
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Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang
berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang
berkenaan dengan sua

perkara yang bertujuan agarssupaya dapat dipakai oleh

peristiwa *.p

sehingga ‘, Mertokusumo

menggunak

berikut :*’

NS S B
AR AN

2.3

¢
ia @o‘
@~.‘

1) Kepastian yang d

.
o

L\

tingkatan :

perasaan belaka, maka kepastian
ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime.
2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut

conviction raisonnee.

16 Andi Sofyan, Op.Cit, HIm. 242
7 1bid
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3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang

memberi Kkepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu

pembukti
doktrin ata

Kekuatan pembuktian da ) 1: _ asal 183 Undang-
Undang No 31 tentz ' a e a'yang berbunyi :

hakim tidak

berdasarkan minimal d ~apabila terdakwa tidak dapat

. | i <
S G
dijatuhi hukuman atas tindakanr
Hukum Pembuktian dalam perkara pidana, ada beberapa teori yang ada

antara lain yaitu:

® Hari Sasongko dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk
Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, 2003. him. 10.
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Conviction in Time
Sistem pembuktian conviction in time menentukan salah tidaknya seorang
mata ditentukan oleh sis

terdakwa, sema em_ pembuktian ini hakim

penting dalam me v., ierdakwa, tetapi dalam sistem

0.

e
pembuktian, faktor keyak an dibatasi. Memang pada akhirnya
keputusan terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan
terhadap terdakwa ditentukan oleh hakim, tetapi dalam memberikan

putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang

19 perangin Angin Sri Ingeten Br, Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Studi

Putusan Pengadilan Medan, 2008. HIm. 28.
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mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Penalaran tersebut
(keyakinan hakim) haruslah yang reasonable.?’ Arti diterima disini hakim

dituntut untuk menguraikan alasan- alasan yangdegis dan masuk akal.

Y

‘g sitif adalah
‘ ak bersalah

5 2

alat-alat bukti maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi.?

4 Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (negatief wettelijk

%0 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini,
Jakarta, 1993, HIm. 256.
2! Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. HIm. 248.
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bewcijstheorie)
Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif ini

mengisyaratkan .adanya keyakinan hakim un menentukan apakah

pembuktian
Undang-

ditempuh.

alat-alat bukti yang sa dang-Undang.

Pembuktian menurut KUHAP
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori yang sesuai

dengan Undang-undang di Indonesia yaitu sistem pembuktian negatif, hal

2 M. Yahya Harahap. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta :

PT. Sinar Grafika. Jakarta. 2007. HIm. 279.
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tersebut didukung dengan pasal 183 KUHAP, sehingga penilaian
pembuktian harus sesuai dengan alat bukti yang sah dan didukung dengan

keyakinan hak
“ﬁh\% *‘ i “‘%‘&;‘i @ .Qaz AP Pasal 183
TAS | s
bila

bahwa benar-benar terjadissuatu peristiwa hokum.

\g‘ ~

sekurang-

pbahwa suatu

pukan bahwa

ALt

>

apabila telah

bahwa benar-

=
T E

“Tidak seorang p . & idana, kecuali apabila pengadilan
R L

karena alat pembuktian y urut undang- undang mendapat

keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah

bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Penjelasan sistem pembuktian diatas untuk mendukung tujuan dari Hukum

Acara Pidana di Indonesia, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran-
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kebenaran materiil di dalam persidangan. Sehingga untuk tercapainya atau
memperoleh kebenaran materiil maka dibuthkannya alat butki yang sah
sekurang-kurangnya

atbukti dan didukung denganskeaykianan hakim yang di

ini merupal “Warisan Belanda” ng m Indonesia

Merdeka, sark ningkelijke Bes 2 tahun 1915 di

pidana meskipun
tidak untuk me en afbaarf Utre menyalin istilah
“peristiwa pidana” karena katany sebut adalah peristiwa yang konkret
yang hanya menunjuk suatu kejadian tertentu saja, misalnya matinya orang.

Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati

* Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH
Untan Press, Pontianak, 2015. HIm 72.
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karena perbuatan orang lain.?* Akan tetapi, sekarang ini semua Undang-undang
telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak pidana
Ekonomi,

Undang- f-, Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang

ai gambaran
umum pe jahatan atau- = kemukakan oleh
Moeljatno ._; ahwa an perbuatan
pidana atau ana " serbuatag ara ndang-undang

dan pelangga

?Andi Hamza, Bunga Rumapai Hukum Pidana dan Acara pidana, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2001, HIm 86

% Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi
dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta. HIm 137.

%6 Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung. HIm. 22.
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Berbeda dengan Moeljatno, ahli hukum pidana Belanda Enschade, Jonkers,
Pompe dan Simons memberikan definisi perbuatan pidana sebagai kelakuan
rumusan delik, melawa

manusia yang memenuhi nukum dan dapat dicela.

antara lain winke ga. M erbuatan pidana
adalah seb
setiap kela

atau tidak me s i : atan-kejahatan dan

hal pembuktian.
Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat- syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana.

’0.S Hiariej Eddy. Prinsip-prinsif Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
2014, Hlm, 91-93
% Ibid
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Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan
memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto,
pengertian unsur tinde

pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-

am KUHP pada
umumnya yaitu unsur-
unsur subye r “subyektif”
adalah unsu ) berhubungan
dengan diri sesuatu yang
terkandung dengan unsur
engan keadaan-
keadaan, yaitu ke

dilakukan.*

Oleh sebab itu, adapun unsu ubyektif dari suatu tindak pidana itu

adalah:

2% Sudarto, 1990, Hukum Pidana Jilid I, Yayasan Sudarto, Semarang, HIm. 43.
% p AF. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, HIm. 183
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a. Kesengajaan atau kelalaian

b. Maksud dari suatu percobaan atau poeging seperti yang dimaksud

QAN

atu

"‘.i
S
L=

¥,

D
O
QD
(@)
o,
o)
D
>
S
O
QD
O

pidana (strafbaarfeit) ada

Berkaitan d . ur ting
erkaitan denga a““@

beberapa pendapat para sarjana angertian unsur-unsur tindak pidana
menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Adapun para Sarjana yang
berpandangan aliran monistis, yaitu : Simons, Mezger, J. Baumman sebagali

penganut pandangan monistis, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan

® Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2010, HIm. 50.
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bahwa pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) adalah ”Een strafbaar gestelde,
onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een

toerekeningsvatbaar persoon”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana

pendapat para sarjana ya '*- alah sebagai berikut : Vos,

menyebutkan Strafbaa ' m ‘ uan manusia dan Diancam

1f <
e
pidana dengan undang-undang. yatakan menurut hukum positif
strafbaarfeit adalah tidak lain dari feit, yang diancam pidana dalam ketentuan
undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan

hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

% Op. Cit., Sudarto, him. 32.
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Sedangkan Moeljatno, memberikan arti tentang strafbaarfeit, yaitu sebagai

perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan

pula, karena
rakat sebagai

karena itu

haknya dilanggar: ata *ﬂ maka ia dapat

-

mengajukan tuntutan ata Q Q ‘ “ ‘o’

Dengan adanya penyele Jgunakan hukum acara perdata
diharapkan pihak-pihak yang bersengketa dapat menerima putusan yang akan
diambil hakim secara baik. Dalam hukum acara perdata ada beberapa asas-

asas, sebagai berikut: (a) asas hakim bersifat menunggu, (b) hakim pasif, (c)

® sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Liberty,
Yogyakarta, 1993. HIm 2.
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sifat terbukanya persidangan, (d) mendengar kedua belah pihak (e) putusan

harus disertai alasan-alasan, (f) beracara dikenakan biaya, (g) tidak ada

keharusan mewakilkan

&
A=

.

mampu berkomunikasi dengan

dan integritas yang ting Q &‘
mempunyai tingkat keimanan da
baik, serta dapat menjaga peran, kewibawaan dan statusnya dihadapan

masyarakat, sehingga hasil-hasil kerjanya dapat mencerminkan rasa keadilan,

% |bid, HIm 18.

28

% Bisri, Cik Hasan,Kompilasi Hukum Islam sa Peradilan Agama Dalam Sistim Hukum

Nasionl, Jakarta, Logos Wacana llmu, 1999, Him 180.
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menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Komisi Yudisial Republik Indonesia (2009: 6), demikian luhur misi

tugas, fung

Penga 5 sengketa

yang diperi emproses
data-data Yz ari- bukti surat,

saksi, persa Jkap dalam

‘%\I\‘Z\\"l\é\\é\

)
A
“‘ﬁ 3

persidangan dijatuhkan

dipersidangan. Untuk itu hakim ggali nilai-nilai, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai  hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat.

Menurut R. Soeparmono, sumber hukum yang dapat diterapkan oleh

hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan

29
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pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa,

yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.*® Hakim

5T

“reason”
hakim a meng-
argumentas ar hukum,

Tim Peneli

Whaky

Menu
berguna dal

Seorang ha

% Soeparmono. R. 2002. Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum
Acara Pidana. Bandung: CV. Mandar Maju. HIm 146.

%7 Tim Peneliti Komisi Yudisial RI. (2009). Profesionalisme Hakim: Studi Tentang
Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia. Jakarta,
Riset: Komisi Yudisial. HIm 27.

% Sudikno Mertokusumo, 2002, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, liberty, Yogyakarta ,
HIm 108.
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keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

ringan.

kemudian

memberi ke
Hakim dal ) an Nyus kum harus
cermat, sist

Pertimbangan dis Jengs : m tersebut

sistimatik artinya runtut mulai dari kewenangan Peradilan sampai dengan

biaya perkara dibebankan seperti adalah sebagai berikut :*°

1. Pertimbangan hukum tentang kewenangan absolut

* 1bid
0 1bid, HIm 194-195.

31
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2. Pertimbangan hukum legal standimg

3. Pertimbangan dalil pokok dan cabang penggugat

4. Pertimbangan dalil\jawaban pokok dan cabang tergugat mungkin dalil

eksepsi dan rekonvensi:

a.
b.
C.

Pertimbangan dalil gugatan yang harus dipertimbangkan;

Pertimbangan daliljawaban yang harus dipertimbangkan;
Pertimbangan::alat-alat bukti apakah ‘memenuhi syarat formal dan
materiil dan bukti tersebut diterima atau ditolak;

Pertimbangan fakta-fakta baik fakta peristiwa maupun fakta hukum
yang dapat dibuktikan;

Pertimbangan perumusan hubungan hukum antara peristiwa hukum
dengan fakta hukum yang telah dibuktikan;

Pertimbangan perumusan hubungan' antara peristiwva hukum dengan
fakta hukum yang telah dikwaifikasi menjadi kebenaran berdasarkan
alatbukti;

Pertimbangan  argumentasi-argumenasi hukum. baik  yang
berhubungan dengan hukum-hukum positif, kebiasaan, sosiologi
hukum moral hukum dan lain sebagainya atau hukum yang hidup
dalam masyarakat;

Pertimbangan hukum yang berkaitan biaya perkara;

Pertimbangan atau judgement apakah gugatan ditolak, dikabulkan
atau tidak diterima.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Legal reasoning atau ratio decidendi

atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia

yang mempertimbangkan dasar-hukum yang dipakai dalam memutuskan

suatu perkara. Dalam menggunakan pendekatan kasus, apabila putusan dilihat

sebagai penetapan kaidah hukum maka yang mengikat adalah pertimbangan

atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah
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hukum merupakan dasar hukum putusan “Ratio decidendi”.**

decidendi dalam sua

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2009: 94) untuk menemukan ratio

putusan biasanya dapat dilihat pada bagian-bagian

Denga : 3 . erjadi - dua

kemungkinan | i rlawanan. Ya kan adalah

Ratio decide

1.

penulis anggap pe @ﬁ &-

Kekuatan Alat apat membuktikan putusan

N

pengadilan bahwa putusa

e,

ehingga si tersangka dinyatakan
bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah

apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).*

*! Ibid, HIm 203.
*2 Eddy, O. S., Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Yogyakarta, 2012. him. 52
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2. Elektronik adalah alat yang dibuat atau dipergunakan manusia berdasarkan
prinsip pada sistem elektronika, alat elektronik merupakan suatu kebutuhan
arakat untuk memenuhi

sehari-hari yang.seringkali dipergunakan oleh ma

Jeri kepastian

arin an (luring) yaitu
&
inte
-,
&

<
\\“'

Metode penelitian pada h Upakan suatu cara yang digunakan

untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan

“ https://www.indonesiastudents.com/pengertian-elektronik-dan-macam-macam-alat-

elektronik-rumah-tangga. diakses tanggal 30 Agustus 2021 jam 12.14 Wib

* Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, HIm. 1.

*® https://theconversation.com/definisi-ujaran-kebencian-di-indonesia-terlalu-luasgampang-
dimanfaatkan-150743. diakses tanggal 02 Mei 2021 jam 12.10 Wib.

% http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.
html.diakses tanggal 21 Agustus 2021 jam 17.01 Wib.


https://theconversation.com/definisi-ujaran-kebencian-di-indonesia-terlalu-luasgampang-dimanfaatkan-150743
https://theconversation.com/definisi-ujaran-kebencian-di-indonesia-terlalu-luasgampang-dimanfaatkan-150743
http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.%20html.diakses
http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.%20html.diakses
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sistematis. Untuk melakukan penelitian dalam tesis ini, penulis menggunakan cara
sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

2.

penulis tertarik menga ‘*ﬁ an Negeri Tembilahan.

o

uhan pengukuran, objek atau individu

4.  Populasi dan Sa Q ‘ ‘

h \

Populasi adalah kumpulan‘e
yang sedang dikaji,*® sedangkan sampel adalah sebagian atau subset (himpunan

bagian) dari suatu populasi. Populasi dapat berisikan data yang besar sekali

*" Buku Panduan Penulisan Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indragiri,
Pekanbaru, 2018. him. 11.

*8 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi | Cetakan 5, Kencana, Jakarta, 2009.
him. 18.
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jumlahnya, yang mengakibatkan sulit untuk dilakukan pengkajian terhadap

seluruh data tersebut, sehingga pengkajian dilakukan terhadap sampel. Dalam

penelitian mengambi ulasi dan sampel penelitian_ini dengan mengunakan
metode ran r e igunakan dengan
cara m p yang ada,
TAS IS

dengan t I @ﬂﬂ&%% LM’& nggap cukup
mendukun i

Populasi an Dengan

e oslal (St 0:
id.S 20'/;Pn

No. opulasi =58 ersentase

1 | Kas ] 20 %

2 ter | 20 %

3 | Haki ilahan A 2 A 20 %

4 | Penyidi ol 20 %

Terpidan 0
> Ujaral < 20%
Ju 100 %
Sumber Data : Data O liti 21

5.  Data dan Sumber Data
Dalam penelitian hukum secara survey dan sumber data yang dipergunakan

adalah data sekunder yang dapat dikelompokan menjadi :

* Buku Panduan Penulisan Tesis, Op.Cit, him. 12.
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a. Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam
penelitian ini adalah informasi diperolen melalui responden yang

berkaitan dengan permasalahan penelitian.

terhadap

rta internet

C. punyai fungsi
primer dan

6. Alat
Alat gunakan hanya
wawancara, an cara penulis
mengadakan T njadi responden.

Analisis data ya .* yaitu data yang diperoleh

Tﬂu“‘
dari data sekunder dipelajari seba yang utuh dan berkualitas, kemudian
disusun secara sistematis agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas.*
Setelah selesai dianalisis, lalu penulis olah dan disajikan dengan cara

menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci,

% Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. him. 192.
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kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum,

dokumen-dokumen dan data lainnya.

penjelasal ﬁi ada i an  argumentasi

secara onli

umum ke k

‘\\\\\\ A L)

%

' Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik

kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif dapat dilakukan secara
langsung dan tidak langsung. Penarikan tidak langsung ditarik dari dua premis. Penarikan secara
langsung ditarik dari satu premis. Lihat : http://vincentiawhy.blogspot.com/2010/05/penalaran-
adalah-suatu-proses-berpikir 09.html/diaksestanggal 21April 2021 Pukul 22.00Wib



http://vincentiawhy.blogspot.com/2010/05/penalaran-adalah-suatu-proses-berpikir%2009.html
http://vincentiawhy.blogspot.com/2010/05/penalaran-adalah-suatu-proses-berpikir%2009.html
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BAB Il
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

(HATE SPEECH)

pertukaran use ated content. We 3 lasar media sosial.

Media sosi alam ad ._ erbagal 2da, termasuk
social ne bgging, wikis,
podcasts, t Kaplan dan
Haenlein ad { g ya, wikipedia),

page pribadi, kemudian terhubung nan-teman untuk berbagi informasi
dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain facebook, myspace, plurk,

twitter, dan instagram. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan

%2 Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap
Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA), (Program Magister Manajemen,
Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia), him, 10-11
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media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial
mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi
kontribusi dan feedbae

secara terbuka, memberikomentar, serta membagi

dengan : i agi da uti blog, jejaring
sosial, wi I merupakan
bentuk media at di seluruh
dunia. Saat 2 media sosial
pun ikut tumbu gan p isalnya, bisa
dilakukan ana saja pan_saja ha g nakan sebuah
mobile pha

mengakibatka . ic dap ¢ 51 tidak hanya di

juga mulai tampa J& an a onvensional dalam

\\“'

ebagai berikut ;>

menyebarkan berita-be . ‘ ‘

Sosial media memiliki bebe
1. Social media adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial
manusia menggunakan internet dan teknologi web.

2. Social media berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media

%% http://prezi.com/vddmcub-ss/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/. Diakses Pada
Tanggal 18 Oktober 2021


http://prezi.com/vddmcub-ss/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/
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siaran dari satu institusi media ke banyak audience (one to many) menjadi
praktik komunikasi dialogis antar banyak audienc (many to many).

3. Social media me pengetahuan dan informasi.

di pembuat pesan

peristiwva dan

<z
\\“‘

a. Mengekspresikan buc an dan mengakui keberadaan

3. Kesinambungan .“

kebudayaan. khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru.
b. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.

4, Hiburan

* Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 1992),
hal. 71
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a. Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi.
b. Meredakan ketegangan sosial.

Mobilisasi

Instagram memiliki fitur-fitur yang berbeda dengan jejaring sosial lainnya,

diantara sekian banyak fitur yang ada di Instagram, ada beberapa fitur yang

®* M. Nisrina, Bisnis Online, Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang, Kobis,
Yogyakarta, 2015, him, 137
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digunakan oleh @maharagung.organizer dalam menjalanan komunikasi

pemasarannya, fitur tersebut adalah:

N ueeyesndidg
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Followers (Pengi

pengikut sangat
0 yang populer

Instagram.

Judul Foto

Setelah foto tersebut disunting, maka foto akan dibawa ke halaman
selanjutnya, dimana foto tersebut akan diunggah ke dalam Instagram sendiri

ataupun ke jejaring sosial lainnya. Dimana di dalamnya tidak hanya ada
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pilihan untuk mengunggah pada jejaring sosial atau tidak, tetapi juga untuk
memasukkan judul foto, dan menambahkan lokasi foto tersebut.

Arroba (@)

diunggah. Berdasarkan

pengguna yang . th“ ‘\,@*

dengan durasi waktu dan ju pada sebuah foto di dalam Instagram,
hal itulah yang menjadi faktor khusus yang mempengaruhi foto tersebut
terkenal atau tidak.

Popular (Explore)



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

45

Bila sebuah foto masuk ke dalam halaman popular, yang merupakan tempat
kumpulan dari foto-foto popular dari seluruh dunia pada saat itu. Secara
tidak langsung

pto tersebut akan menjadi hal yang dikenal oleh

penyampaig Si 1T Sema F tersebut yang
terjadi saat

Dari hari ke - lia sosial Kial in banyaknya

’& Va cara harfiah berarti
Lo

-
\\‘%

ologi dan Komunikasi Pendidikan

perantara atau pengante .u Q ‘ atau pengantar pesan dari
pengirim kepenerima pesan.
(Association Of Education And Communication Technology/ACT) di Amerika,
membatasi pengertian media sebagai bentuk dan saluran yang digunakan orang

untuk menyalurkan pesan atau informasi.

% Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Rajawali Press, Jakarta, 2009, him, 3.
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Assosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/ NEA),

mengartikan media adalah bentuk-bentuk komunakasi baik tercetak maupun

dengan mas

Media ad: g ] an pengguna
untuk mereprese a nya. Mmaupun ": sama, berbagi,
berkomunika 0 : atan sosial secara

virtual.>®

(satu kebanyak audiens) ke socCie alogue (banyak audiens ke banyak
audiens). Media sosial turut mendukung terciptanya demokratisasi informasi dan

ilmu pengetahuan yang mengubah perilaku audiens dari yang sebelumnya

" Arif S Sadiman, dkk, Media pendidikan, pengertian, pengembangan, dan pemanfaatan,
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him, 6.

8 KBBI, 1996, h. 958

% Rulli Nasrullah, Media Sosial, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, him, 13.
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pengonsumsi konten beralih ke pemroduksi konten.®

Meike dan Young mengatakan bahwa media sosial sebagai konvergensi
antara komunikasi persenal dalam arti saling berbagi.diantara individu (to be
share one-to--one) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada
kekhususan individu. Sedangkan Boyd memaparkan bahwa media sosial sebagali
kumpulan perangkat lunak-yang memungkinkantyindividu maupun komunitas
untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling
berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user-
generated content (UGC) atau interaksi konten yang dihasilkan oleh pengguna,
bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa.®*

Seiring dengan semakin.mudahnya mengakses internet, maka semakin
banyak pula media sosial yang bermunculan, seperti facebook yang mulai
mendunia sejak tahun 2008, twitter,path;uinstagram, tumbler, dan masih banyak
lagi. Lewat media sosial tersebut para pengguna berbagi informasi mengenai
berbagai isu. Perkembangan media sosial ini kemudian mengubah pola
komunikasi masyarakat saat Ini. Masyarakat ‘kini gemar menulis komentar
mengenai isu apapun, baik pribadi maupun isu sosial di dalam media sosial.
Tulisan tersebut yang ditulis dalam jaringan, akan dapat langsung tersebar saat

itu juga ke berbagai belahan dunia. Sehingga penyebaran informasi tidak lagi

% Ratih Dwi Kusumaningtyas, Peran Media Sosial Online (Facebook) Sebagai Saluran Self
Disclosure Remaja Putri Di Surabaya, 2010, him, 5.

®1 Nasrullah, Rulli, Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi,
Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2015, him, 12.
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hanya melalui mulut ke mulut, namun juga lewat media sosial.
Facebook merupakan jejaring sosial atau sosial media yang

memungkinkan para pengguna dapat menambahkan_profil dengan foto, kontak,

bergabung da unitas sepe a, k an daerah untuk

melakukan "hub | : C | g juga dapat

tidak ingin ketinggalan dari teman-temannya yang sudah menggunakan

62 Ulfah Nur Aini Ningrrum, Pengaruh Tautan Berita Pada Facebook Terhadap Minat
Membaca Beritanya (Studi Pada Buruh Pabrik PT Gajah Tunggal Thk Tangerang), Fakultas limu
Sosial dan lImu Politik, Universitas Lampung, 2017, him, 3.

8 Muhammad Hanafi, Pengaruh Penggunaan Media Sosial Faceboook Terhadap Motivasi
Belajar Siswa FISIP Universitas Riau, Jurnal: JOM FISIP Vol. 3 No. 2 — Oktober 2016, him, 3.
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facebook, serta gengsi bila mereka dinilai ketinggalan zaman dan “tidak up to
date” atau gaptek (gagap teknologi)” oleh teman-teman dilingkungan sekitarnya.
Dari definisi yang

lah dijabarkan di atas makasdapat disimpulkan bahwa

mengakses
Visualizati
menggolon

intensitas in

adalah mesin jejaring sosial

\\‘@*

nomor satu. Dalam urutan kes di diunia, Facebook menempati
rangking ke-5 setelah yahoo, google, youtube, dan windows live. Kepopuleran
facebook di Indonesia, mulai tahun 2008 dengan jumlah spektakuler pengguna

facebook yakni sebesar 618 %.

% Horigan J. B, New Internet Users: What T} hey Do Online, What They Don’t Implication
For The Net’s Future, 2002, hlm, 25.
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Setiap tahun pengguna facebook selalu mengalami peningkatan. Menurut
data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016
media sosial facebook

pengguna media sosiak.yang sering dikunjungi

“Negara Fa n sangat bebas. Fac ah satu produk

internet, na

- angga, pedagang asongan,

Dahulunya, tukang sayu .- Q 3 “‘

manula pada tahun 2003 tidak arnet, namun kini mereka memiliki
facebook.®®

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial facebook

% Jubilee Enterprise, 2016, Facebook Goes to School (Jakarta: PT. Elex Media
Komputindo), him, 79.

% Juju Dominikus dan Sulianti Feri, , Hitam Putih Facebook, PT Elex media Komputindo,
Jakarta, 2010, him, 2.
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adalah  medium diinternet yang memungkinkan penggunanya  bisa
memperkenalkan/mengeksplorasi dirinya maupun bekerjasama, berbagi, dan
mbentuk ikatan sosial secara

berkomunikasi dengan.pengguna lain, serta dapat me

™

dengan teman-teman at ds atau umumnya disebut

0, ;
e
“walls”, membuat group, tergak amnya, advertising parties/”events”,
mengirimkan pesan personal layaknya e-mail, saling meng-upload dan sharing

image, campus advertising, dan membuat pernyataan status.
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Facebook memiliki berbagai kelebihan diantaranya sebagai berikut:®’

1.  Kemampuan membangun jaringan suatu kelompok lebih cepat dan

informatif.

5 = |
' <

T

4 ggapi) informasi dengan
\ae

pengguna facebook yang se

Facebook memiliki keunggulan lain pula yakni, clean layout, yaitu layout

yang sangat baik walaupun terdapat beberapa menu yang posisinya tidak mudah

ditemukan. Disamping itu, facebook mengalami evolusi tampilan dengan selalu

%7 Irfan Nazir, Situs Facebook Dan Tindakan Menggunakan ( Studi korelasional Antara
Situs Facebook Dengan Tindakan Menggunakan Mahasiswa Fisip USU Medan), 2010, him, 43.
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melakukan make over hampir di setiap tahunnya.

3. Twitter

tidak se
4,

emor telfon untuk
memasuka atsa I ) nanya dengan
keluarga, pertukar pikiran
melalui teks
5.

ada berbagi foto
pada penggunanya : ida ta.yakni “insta” dan
“gram”. Yang emudahan dalam
mengambil dan al dari kata telegram
yang artinya mengirim (Rasyidah, 2017, hal. 17).
6. LINE

LINE merupakan sebuah jejaring sosial untuk saling mengirim pesan dalam
berbagai jenis gadget yang dapat mengakses LINE, aktivitas yang dapat dilakukan
pada aplikasi LINE ini seperti dapat mengirim gambar, pesan,video maupun pesan

suara.
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7. Youtube

Pengguna Youtube saat perbulannya sudah mencapai 1,8 milyar,

ang diatur oleh

aturan hukum yi AMngiengan Sanksispit : pidana berasal
dari istilah da, Vyaitu strafbaar feit,
kadang-kad " dari bahasa latin

bersumber pada W.v.S Belanda, aslinya pun sama yaitu strafbaar feit

(Perbuatan yang dilarang oleh undang- undang yang di ancam dengan hukuman).

% Nurul Irfan Muhammad. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Figh
Jinayah, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, him, 31.
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Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah delict
yang telah lazim dipakai.®®
Istilah offence,

iminal act, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental

dikenal deng ahkan ke dalam
bahasa ‘ agaman ini
baik dala atur hukum yang

sesederhana ini, kare 'jll‘ kur : buatannya melainkan

Nlad

gar aturan hukum.

lakuk . e -
orang yang melakukan m““:

Selanjutnya beberapa ru indak pidana menurut para pakar
hukum pidana perlu dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana dikutip
olen Andi Hamzah, strafbaar feit atau tindak pidana adalah kelakuan yang

diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan

% Ibid, hlm, 45.
7 1bid, hlm, 50.
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kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan
erat dengan dua aliran monisme dan dualisme dalam hukum pidana. Dalam
mengomentari perbeda

n_pendapat antara aliran dualisme dan monisme ini, Andi

penting jug : S Kim, jika perbua akan (bagian inti
delik) tidak terbukti, putus ‘ 15, jika & 1: 2pas dari segala
tuntunan. = -

Pemap
berbagai kera

dualisme dan

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

" 1bid, him, 59-60.
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Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya

gan dengan
erbuatan yang
m dan tidak

dalam kaidah

pencurian,
itu  merupakan

kejahatan (Re dari aturan pidana yang

S LIS Ny
tegas, dirasakan sebaga yang tidak adil. Sedangkan peristiwa
seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu
atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-undang/

pelanggaran (Wetsdelicten), karena kesadaran hukum kita tidak

menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi
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baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang- undang di

ancam degan pidana.’

Pengertian Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut
Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya,

sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-

> Renggong Ruslan, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP,
Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, him, 26-27.
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undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).”

batasan/p

kepentinga

bukti perkara pic erupakar eterangan m a pidana yang
ia dengar s 1 liri.dan ia endiri de nenyebut alasan dari
pengetahuan

Dari ba

1.  Tujuan sa eterang gpentingan  penyidikan,

penuntutan dan ~ m ““w" )

an keterangannya dalam 2 (dua)

a mengandung pengertian
bahwa saksi di perluka
tingkat, di tingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan-sidang pengadilan.

2. Isi yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang

™ Renggong Ruslan, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik- Delik di Luar KUHP,
Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, him, 31-32.
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sumbernya diluar 3 (tiga) sumber tadi, tidak mempunyai nilai atau kekuatan
pembuktian. Ketentuan ini merupakan suatu prinsip pembuktian dengan

menggunakan alatbukti keterangan saksi.

2.

alat bukti saksi
ahli. Tentu s perkataan saksi
mengandung an ahli. Bahwa isi
keterangan yan ia dengar sendiri,
ia lihat sendiri d I haruslah diberikan

alasan dari sebab pe .- @‘ lentara seorang ahli memberikan
. SRU® o
keterangan bukan mengenai g dilihat, dengar dan dialaminya
sendiri. Tetapi mengenai pengetahuan yang menjadi atau sebidang keahliannya
yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang di periksa. keterangan ahli

tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuan

sebagaimana pada keterangan saksi. Segala sesuatu yang diterangkan saksi adalah
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hal mengenai kenyataan atau fakta (materiele waarheid). Tetapi yang diterangkan
ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas

penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.

surat pada acara perdata

harus ditur 2nai surat- surat
pada umu i (akta otentik)
mengenai ni S Lﬂf rut hukum acara
perdata, akan & ada lagi dalam

Artinya pembuktian dengan st ukum acara perdata berlaku pula pada
pembuktian dengan surat dalam perkara pidana. Tetapi sekarang setelah
berlakunya KUHAP, sudah tidak lagi. Segala sesuatunya diserahkan pada
kebijakan hakim.Dengan alasannya bahwa alat bukti-alat bukti dalam perkara

pidana adalah merupakan alat bukti bebas. Tidak ada sesuatu alat bukti pun yang
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mengikat hakim, termasuk akta otentik. Penilaian diserahkan pada hakim.
Memang prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan
pembuktian hukum aca

a_perdata. Mengingat dala um pembuktian perkara

’ pidana adalah
kebenaran
cukup, sepe purna (volledig

bewijs) vy materiil dari

S AUALR

minimal dua a. Berdasarkan

menurut hukum 2 dataaialah; alat buki'ser etapi dalam hukum

apabila tidak ditu ) '& eskipun hakim yakin akan

keb dari akta ote Q ebL
ebenaran dari akta o @‘\“‘

Karena dalam hukum pe rkara pidana diikat lagi dengan
beberapa ketentuan :
1.  Adanya syarat minimal pembuktian (standar bukti), ialah satu alat bukti saja

tidaklah cukup dalam perkara pidana,melainkan minimal dua alat bukti.

2.  Diperlukan adanya keyakinan hakim.
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Dari minimal dua alat bukti terbentuklah keyakinan tentang 3 hal\ keadaan
(terjadinya tindak pidana, terdakwa melakukannya, dan ia dapat diperasalahkan
urat semacam ini untuk

akan perbuatannya itustersebut. Tujuannya di buat

mengenai

berhubungan d suatu perkara ina. Sura enuhi permintaan

Secara resm

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh

karena keberadaan dan bekerjanya alat bukti petunjuk ini cenderung merupakan
penilaian terhadap hubungan atau persesuaian antara isi dari beberapa alat bukti

lainnya. Bukan alat bukti yang berdiri sendiri, maka dapat dimaklumi apabila
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sebagian ahli menaruh sangat keberatan-keberadaannya dan menjadi bagian dalam

hukum pembuktian perkara pidana.

pengganti : ongalaman b am penga n.sidang dan ke- 2

keterangan te nuka h \ i pengakuan salah

seluruhnya

bagi dirinya sendiri.Untuk itu dia aksa berbohong. Berbohong dimuka
sidang,bagi terdakwa boleh saja. Resikonya sekedar dapat dijadikan hakim
sebagai alasan memberatkan pidana yang dijatuhkan. Pada diri terdakwa memiliki
hak untuk bebas berbicara termasuk isinya yang tidak benar. Berhubung terdakwa

yang memberikan keterangan yang tidak benar tidak diancam sanksi pidana
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sebagaimana saksi (yang disumpah) memberikan keterangan isinya yang tidak
benar. Karena terdakwa tidak disumpah sebelum memberikan keterangan,
m memberikan keterang

sebagaimana saksi sebe n.Pada sumpah diletakkan

penyangka
menurut K
bukti keterangan terdakwa. Karena isi keterar yalah terhadap
keterangan " = alami sendiri.

Sementara ang ada 3 ebut.Jadi menurut

KUHAP penyar ] isi i ala keterangan terdakwa.

% ala terdakwa cukup kuat

. melakukan tindak pidana yang

Meskipun terkada

Ve

e
<

bukti yang tidak ¢

untuk membuktikan

"

didakwakan. Dalam Pasal 295 F

L\ N

alat bukti yang berhubungan dengan
terdakwa ini disebut dengan pengakuan (bekentenis). KUHAP kemudian

mengganti alat bukti pengakuan salah satu terdakwa ini dengan alat bukti

™ Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Pidana Korupsi (Edisi Revisi), Media Nusa
Creative, Malang, 2018, him, 31.
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keterangan terdakwa. Isi alat bukti keterangan terdakwa jauh lebih luas dari pada

isi pengakuan.

Tinjauan Umum

1.

an, tulisan,
tindakan, kerasan atau
prasangka te eorang at A Kte tertentu yang
dianggap i asi seksual, agama,
dan lain-lain. Definisi | an ket *:' ian sebena ' ariasi di antara
berbagai n solidasi makna
ujaran kebe satunya adalah
perjanjian m du, International
Covenant on okan oleh Majelis
Umum PBB se gara yang terlibat dalam
perjanjian ini adal perjanjian ini pada 23
Februari 2006. Perjanjia salah satu “kutukan terkeras

terhadap ujaran kebencian”, meski 1a tidak pernah secara khusus menggunakan
istilah tersebut.

Sejak era pencerahan, kebebasan berbicara dianggap penting dalam
demokrasi. Demi sebuah sistem pemerintahan dimana rakyat memerintah diri

mereka sendiri, rakyat harus terinformasi dengan baik. Maka, arus informasi dan
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pemikiran tidak boleh dikekang oleh kekuasaan. Jika kekuasaan menentukan apa

yang boleh dibicarakan dan apa yang tidak, tirani akan lahir.

berbunyi: “ S 3 Saat 1ana kekuasaa an untuk menekan
suatu individuyac cegah kerusa dividu lain.”
ulang punggung

demokrasi, i i 3] 0 imbulkan lebih

baik.

Namun ujaran kebencian adalah istilah yang lebih khusus lagi: jika saya

mengucapkan hasutan kekerasan atau diskriminasi atas kelompok tertentu, atau
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mengujarkan serangan terhadap seseorang atas dasar identitas kelompok, maka
saya dapat dikatakan melakukan ujaran kebencian.

Konsep ujaran kebencian dikembangkan dengan.latar gelombang semangat
anti-diskriminasi dan gerakan hak sipil yang menyapu Eropa dan Amerika Serikat
sejak tahun 1920an hingga 1990an. Kesadaran dan perubahan pandangan ini
berjalan secara perlahan; banyak negara Barat (Eropa;Barat dan Amerika Serikat)
memandang kebebasan berbicara sebagai sesuatu yang sakral, dan segala upaya
regulasi atasnya dipandang dengan penuh kecurigaan sebagal upaya tirani.
Meskipun berbagai peristiwa sejarah, seperti Holocaust, kekerasan rasial dan
gerakan Hak Sipil di Amerika, serta globalisasi secara umum perlahan mendorong
mereka untuk menyikapi ujaran kebencian secara lebih serius.

Regulasi atas ujaran kebencian kini telah disepakati oleh mayoritas negara,
namun mereka menerapkannya-dengan kadar yang berbeda-beda. Dalam menjaga
ketertiban umum, negara-negara Demokrasi Liberal Eropa cenderung tidak ragu
dalam membatasi® kebebasan berbicara. Jerman, setelah Perang Dunia Kedua,
segera menerapkan regulasi. yang cukup keras terkait diskriminasi rasial. Sebagian
besar regulasi itu berbentuk pelarangan terhadap simbol dan retorika Nazi sebagi
trauma Holocaust. Tidak lama setelahnya, pada tahun 1960, parlemen Jerman
secara mutlak menyetujui larangan atas ujaran yang menghasut kebencian,
memprovokasi kekerasan, menghina, mengolok, atau memfitnah ‘bagian dari

populasi’ yang dapat merusak kedamaian publik. Luka sejarah yang cukup unik
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ini dapat terlihat dari sebuah aturan yang cukup kontroversial: larangan
menyangkal Holocaust yang berlaku di Jerman, Austria, Perancis, dan beberapa

negara Eropa lain.

iy disay yejepe il udwnyo(]

menyebabkan pelangga . @ i tersebut memastikan bahwa hanya
\ae

tindakan-lah yang dicegah da apl secara hukum. Bahkan di tahun

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

1978, Mahkamah Agung mengijinkan sebuah parade Neo-Nazi dilakukan di
sebuah kota dengan populasi 50% Yahudi, meskipun parade tersebut akhirnya
dibatalkan. Belakangan, pemerintahan kota Charlottesville sempat mengizinkan

parade rasis yang dilakukan di kota tersebut sebelum akhirnya menarik izin
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tersebut setelah kerusuhan terjadi. Namun, untuk mengimbangi perlindungan
mereka atas kebebasan berbicara, Amerika Serikat memang memperkeras

hukuman mereka atas.tindak pelanggaran hukum yang, didasari oleh motif rasial

2.

ntang Ujaran
Kebencian mer jatur tindakan
tentang Uj )mpok ataupun
lembaga be dapat di dalam
Pasal 156, . Pasal 45 ayat
(2) UU No ik dan Pasal 16
UUNo040 T an Etnis. Berikut
beberapa pen ang-undang yang
mengatur tentang
1. : menyatakan perasaan

golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama

empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.;
2.  Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

a. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan

atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan
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perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di an tara atau
terhadap golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supa ya isinya
diketahui ole

mum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua

3. Pasal

b.

Jika hal itu d : gambaran yang disiarkan,

Sy
dipertunjukan atau d uka umum, maka diancam karena
pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun
empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus

rupiah;

"> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

72

c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan

jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpa ksa untuk

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem

Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
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peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,

simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat

gan pidana

an kebencian
i ras dan etnis
a 2, atau angka

tahun dan/atau

ataupun hinaan kepada individu pok yang lain dalam hal berbagai
aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan,

agama dan lain-lain.

78 Undang-Undang No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
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Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah perkataan,
perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu
terjadinya tindakan

ekerasan dan sikap prasangkas..entah dari pihak pelaku

entang Ujaran
bencian (Hate
Speech) dapai A tind . ;. ng dan ketentuan
P ah an nama baik,

Menghasut,

el

yang dipergunakan u perikan peristiwa, proses,

ptnas

keadaan, dan sebagainya dan atau tidak betul. Performatif ujaran

" Sutan Remy Syahdeini,Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti,
Jakarta, 2009, HIm. 38.

’® Kepala kepolisian Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015
tentang (Hate Speech) Ujaran Kebencian. HIm.1.



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

75

yang memperlihatkan bahwa suatu perbuatan telah diselesaikan pembicara dan

dengan pengungkapannya berarti perbuatan itu diselesaikan pada saat itu juga.”

ujaran kebencian berdasarkan putusa ahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-

X1/2013 yang menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain

" pengertian Ujaran Kebencian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
8 Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran
Kebencian (Hate Speech), him. 2.
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maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1

KUHP. Dengan demikian perbuatan tindak menyenangkan tidak termasuk dalam

<281

hukum pidana Indone

Ujaran kebencisn dapat p an melalui berbagai media, antara

lain:®

8 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate
speech), KOMNAS HAM, Jakarta, 2015, him. 15.

8 Angka 2 huruf g Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian
(Hate Speech), him. 3.

8 Angka 2 huruf g Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian
(Hate Speech), him. 3.
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1.  Dalamn orasi kegiatan kampanye;

2. Spanduk atau banner;

3. Jejaring media sosia
4, - m. ‘ onstra
Theuany %0.
: %
> e
7 =4
cantum dalam
Surat Edar 0 Pasal 28 ayat
(2) UU N 1 Tahun 2008
tentang Informa Ksi_Elektronik. Be ) singkat terkait
Pasal-Pasal kriteria Ujaran
Kebencian (
Kitab Unc
1 Pasal 156 enyatakan persasaan

permusuhan, kebe Q adap suatu atau beberapa
MLLCR S5

golongan rakyat Indonesia dengan pidana penjara paling lama
empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

2. Pasal 156 a KUHP:

3. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

8 Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian
(hate speech), him. 5-7.
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“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan
atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandungpernyataan perasaan
permusuhan, kebencin atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-
golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh
umum, individu_da /atau kelompok masyara attertentu berdasarkan suku,

4.
am Pasal 28
an/atau denda
5.
pusan Diskriminasi
Ras dan Etn
1.

Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan Kkata-kata tertentu
ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
c. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar

ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca orang lain;
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d. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan,
perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan

kemerdekaan-berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

2.

Q@ rasa benci
kepada o ﬁ" ﬁ’ na dimaksud
dalam Pas lengan pidana

banyak Rp

Tinjauan

bl ) ELEY

Huku 3 . | ’ tau delict yang

perbuatan pidana meskipun tidak U menterjemahkan strafbaar feit itu.
Utrecht, menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana.rupanya Utrecht

menterjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan yang
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dipakai oleh Utrecht, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai
istilah peristiwa pidana.®®

Teori beberapa para ahli mengenai delik adala

rumusan dari perbuata '&

Adapun delik ma QQ @," Imusannya menitikberatkan
W
pada akibat yang dilarang dan"d dana oleh Undang-Undang. Dengan

kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan.

® Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him, 24
8 Marpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,hlm,
56
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Teori hukum menurut Moeljatno, mengatakan : “Delik adalah perbuatan
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan ,mana disertai ancaman (sanksi)

berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

A

atau lapor
korban telal
Proses Huk

tentang pe

eSS V) BN

—
D
—
QO

©
o
@D

.
=
QD
=2

—t
@D
-
w
@D
o
c
—
=
o
b
=
=F
3 N
>
a
o
Qx)
<
b}
jab)
>
3
@D
>
<
=
c
~—+

pidana terse

olen Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum menjadi dasar
pemeriksaan disidang pengadilan. Kemudian surat dakwaan itu menjadi pula

dasar dari putusan hakim (Majelis Hakim). Betapa pentingnya surat dakwaan itu

8 http://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html diunduh
pada tanggal 04 November 2021, pukul 21.00 WIB.
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dapat terlihat dari bunyi pasal 197 KUHP, dalam hal putusan pemidanaan,
haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat.dakwaan digariskan dalam

aan (Pasal

2.

Contoh peristiwa hukum yang termasuk delik aduan diantaranya adalah

Pencemaran nama baik, pencurian uang orang tua oleh anggota keluarga dan

% p A.F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung,
1984, him, 217-218.
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menghilangkan barang milik orang lain sedangkan yang termasuk delik biasa
diantaranya adalah pencurian, penipuan dan penggelapan uang.

Perlu diingat bahwa delik aduan memiliki batasswaktu pengaduan, Pasal 74

yang dilakukan oleh ses adap seseorang pejabat pemerintah,
yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinas resmi. Si
penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat

yang dihina.
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b. Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal
332 KUHP).

c. Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 K

relatif adalah

diperlukan

adalah delik

< LIS

d. Penipuan (Pasal 394 }

Beberapa hal perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan

relatif :

a. Delik aduan relatif ini penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya bila

ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi penuntutan dapat
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dilakukan terhadap orang yang diingini oleh yang berhak mengajukan

pengaduan. Sedangkan pada delik aduan absolut, bila yang satu

@‘;

=

>
@’.
<
"
.
’
”
/

_
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BAB Il

HASIL DAN PEMBAHASAN

tentang Inf

penghinaan

diatur dala

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,

dan antargolongan (SARA).”
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Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini
diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi:
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tampa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan_dan/atau membuat dapat.diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling banyak =Rpv50:000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah).”
Kemudian ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 28
ayat (2) UU ITE, adalah sebagaima diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016,
yakni:
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu dan/atau kelompok masyarakat. tertentu  berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling hanyak Rp1.000.000.000,00 (satu-miliar rupiah).”
Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan, pemahaman ini dapat
diperkuat dari dua hal yakni : Pertama, secara esensi penghinaan, pencemaran
nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang, sehingga nama  baik orang ‘tersebut tercemar atau rusak. Dalam
menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks
menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya

nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang

bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif
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tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia
rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan

perlindungan terhadap.harkat dan martabat seseorangssebagai salah satu hak asasi

korban dan ‘ aks 15 laku my skan informasi,
serta kepentinga ' 'yang ada di dala konten. Oleh
karena itu, uni ema conteks, mungKin.c . endapat ahli, seperti

ahli bahasa, ¢

adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik
aduan. Tetapi setelah adanya perubahan, ketentuan penghinaan atau pencemaran

nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan.
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Selain itu sebelum adanya perubahan UU ITE perlu diketahui bahwa
mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini sudah dinyatakan sebagai
delik aduan juga oleh.Putusan Mahkamah Konstitusi.Nomor 50/PUU-V1/2008.
Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE
merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir
dijelaskan:

“Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam

paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE

tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal

311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan

(klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan

yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga

harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk
dapat dituntut di depan Pengadilan.”

Lebih lanjut mengenai pembuktian batas minimum pembuktian Pasal 183
KUHAP yang menyatakan bahwa terdapat minimum sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah. Kekuatan pembuktian tidak terlepas dari kedudukan alat bukti
yang sah dalam persidangan, jika suatu alat bukti dianggap sah dan telah
memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah
sebagai alat bukti yang kuat dalam sebuah_persidangan, akan tetapi jika suatu
bukti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam sebuah
persidangan, maka bukti tersebut dapat dibatalkan oleh hakim sebagai alat bukti.

Keabsahan bukti elektronik dalam pembuktian persidangan perkara pidana

belum adanya ketentuan yang mengaturnya hal ini yang akan menimbulkan pro
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dan krontra mengenai apa saja yang termasuk bukti elektronik, bagaimana syarat
bukti elektonik agar terjamin keabsahannya dan kekuatann bukti elektronik.
pukti dalam hukum acara

Kedudukan semua ala pidana adalah sama, tidak ada

ak mengenal atau

|
>
E\%

2bagaimana

bukti yang

ﬂ" onik yang masih

‘ untuk dihadirkan dalam
& &
L2

Alat bukti elektrd ioyang berdiri sendiri dalam kasus

4 e
kejahatan mayantara (cyberc ap alat bukti elektronik dilakukan
penafsiran bahwa alat butki elektronik sama dengan alat bukti pada perkara pidana

sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, dalam hal ini adalah menambah alat bukti yang

telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, dimana Informasi elektronik



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

91

dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat

bukti yang diatur dalam KUHAP.

B

e

pagaimana kekuatan bukti

Hukum pidana .a‘
elektronik pada pembuktian d . Bukti elektronik akan menjadi
perdebatan bagaimana cara penilaian terhadap barang bukti tersebut jika di

hadirkan dalam persidangan, karena belum ada Undang-Undang yang mengatur

tentang teknis penilaian bukti elektronik, sehingga hakim diharapkan mampu



92

menentukan bagaimana penilaian terhadap kekuatan bukti elektronik sehingga
tidak menimbulkan kekosongan hukum.

Kasus perkara Putusan Nomor : 13/Pid.Sus/2020/Pn.Thh) seperti alat bukti
elektronik diperoleh. dengan penyitaan barang terdakwa Usman Bin Asril oleh
penyidik Tipidter Polres Inhil dan Polda Riau yang kemudian dilakukan
pemeriksaan terhadap terdakwa dengan meminta“keterangan ahli Informasi dan
Transaksi elektronik (ITE) untuk memperkuat dan memperjelas kasus tindak
pidana ujaran kebencian yang di lakukan terdakwa Usman Bin Asril.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan-Transaksi Elektronik (ITE) dan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE,

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Salahuddien selaku ahli ITE
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Media Elektronik, adalah media yang
menggunakan sistem dan sarana elektronik atau energi elektromekanis dan/atau
internet bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Media Sosial, adalah
adalah aplikasi di ‘media daring (online);.~yang menghubungkan dan
memungkinkan penggunanya saling berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan
konten. media sosial dapat berupa blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia
virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling
umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Internet, adalah suatu jaringan

komputer global yang saling terhubung (internetwork) dengan menggunakan
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standar protokol Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP),
yaitu suatu protokol pertukaran paket (packet switching) berupa data dan

informasi diantara parapengguna di seluruh dunia.®

simbol, ata ah diolah ya au dapat dipahami
oleh orang

Transaksi E i ai_definisi_Ba - num Pasal 1 poin

Dokumen Elektronik, sesuai definisi Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 poin
(4) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah “setiap Informasi Elektronik

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

8 Wawancara dengan Muhammad Salahuddien selaku Ahli ITE dalam perkara Putusan No:
13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh)
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digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan,

ara, gambar, peta, rancanganyfoto atau sejenisnya, huruf,

’ berangkat dan

prosedur e an, mengolah,

Ay

menganali kan, dan/atau
menyebarka

Setiap 11 Tahun 2008

WRAN

tentang ITE erseorangan, baik

um. Orang yang

Wqe

dimaksud adal3 kK dan/atau Dokumen

[/
Elektronik yang @0 **.—» .fo"ﬂ'u‘ sud di dalam Pasal-

Pasal UU RI No. 11/ ‘&i g-Dengan Sengaja, unsur yang

e

dimaksud “yang dengan sengaje danya bukti suatu kehendak untuk
mewujudkan unsur di dalam suatu delik yang dirumuskan oleh Undang-Undang
dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatan tersebut.

Bukti kesengajaan dapat ditunjukkan dengan perbuatan pelaku yang

terekam dalam sistem elektronik, dari catatan aktivitas akun miliknya atau yang



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

95

dikuasainya atau yang sedang digunakannya dan/atau yang dilaksanakan berulang
kali dan diketahui oleh saksi. Bahwa konstruksi hukum UU R.I. No. 11 Tahun

2008 Tentang Informasindan Transaksi Elektronik inicadalah bersifat lex specialis

arus diselidiki
isalnya iseng-
gajaan — yang

delik pidana

dan alas hukum lain yang sah; termasuk apabila perbuatan tersebut melanggar hak
orang lain atau melawan hukum.
Dimana Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengirimkan

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dianggap atau diduga
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berisi muatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal-Pasal UU RI No. 11/2008
tentang ITE. Unsur “tanpa hak” dapat dibuktikan dengan adanya suatu fakta yang
menunjukkan bahwa

ng bersangkutan pelaku, bukan pejabat atau aparat yang

tentang Pe s RIN g  ITE “adalah
mengirimka
Elektronik

Mendistribus

2LNALN
2
z

S
2
:
-
N
:

o~
-

atas UU RI

menyebarkan |

0

NS

eperti misalnya Facebook, Twitter,

Orang atau berbag

Termasuk dalam oload) gambar atau video ke
Blog atau website, ataupun juga's
Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, dan/atau semua orang,
atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS, MMS,

Line, atau BBM (Blackberry Messenger, dll) maupun media berbagi pesan

lainnya. Mentransmisikan, sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang
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Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ‘“adalah mengirimkan
Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu

pihak lain melalui Sistem Elektronik.”

No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang
ITE, tidak menjelaskan lebih lanjut definisi yang dimaksud dengan “menimbulkan
rasa kebencian atau permusuhan” sehingga digunakan pengertian umum : Yang

dimaksud dengan rasa kebencian adalah emosi yang sangat kuat dan menunjukkan
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ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, atau pada sebuah hal,
barang, atau fenomena. Seringkali juga merupakan keinginan untuk, menghindari,
menghancurkan atau _me

ghilangkan obyek yang tidak diinginkannya tersebut.

Sebagai perb n (hate speech)
dapat b ‘ g dilarang
karena d ﬁ ‘U n kekerasan,

antar kelompg yarake ang sesuatu yang
buruk pada " tasi dari suatu
kelompok ate
kebencian (hate
speech) adalah” perbu ; ) atu individu atau

perbagai aspek seperti ras,

kepada individu atau ke Q-n.v nyang
epada individu atau 2 ““Wp

warna kulit, etnis, gender, kecaca st seksual, kewarganegaraan, agama,
dan ekspresi negatif lainnya.

Ujaran kebencian mengandung unsur-unsur yang menyinggung orang atau
kelompok lain, mengajak atau menghasut dan menyebarkannya sehingga

berpotensi atau dapat berakibat permusuhan diantara masyarakat sampai
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kerusuhan, kekacauan, disintegrasi apabila ekspresi tersebut dieksploitasi sebagai
label identitas kolektif. Termasuk dalam pengertian ini adalah memberikan stigma
buruk atau prasangka neg

atif (stereotipe) yang ditujukan pada suatu golongan atau

tidak setuju,

suka, tidak subyektif dan

urat
| 7 .
obyektif ya ‘ atau konsekue : y‘: an pihak yang
' 4
o

dikritik ta
dan/atau m
berwenang kare 1 X , ﬁ isi atau pejabat
yang sedang mela g eI C Jang-undang atau
juga anggota mas o[ titusionalnya, sepanjang
tidak melanggar hak orar nimbulk Jua ertiban atau melawan

hukum.

2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, tidak
menjelaskan lebih lanjut definisi yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Maka,
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rujukan yang dapat digunakan adalah definisi di dalam UU RI No. 40 tahun 2008

tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis khususnya Pasal 1 dan 4 yaitu:

.a‘\\

politik, ekonomi, sosia

b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan

ras dan etnis yang berupa perbuatan:
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1) Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan,
atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang
dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;

2) - Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di
tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

3) Mengenakan-sesuatu pada dirinya‘berupa benda, kata-kata, atau
gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca
oleh orang lain; atau

4) Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan,
perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan
kemerdekaan berdasarkan diskriminasi-ras dan etnis."”

Sedangkan mengenai golongan disebutkan di dalam Pasal 156 KUHP :
“Barang Siapa di muka umum/menyatakan perasaan permusuhan, kebencian
atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal
ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang
berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal,
agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut
hukum tata negara.”
Di dalam konteks penegakan hukum, definisi, unsur-unsur dan kategorisasi
perbuatan hukum harus diterapkan seluas-luasnya sebagai upaya, wujud kehadiran
negara untuk menjaga keseimbangan dan menjamin keragaman serta melindungi

hak dan kepentingan individu, kelompok atau golongan yang berdasarkan suku,

agama, ras, antargolongan (SARA). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah
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Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 yang telah memperluas makna antar
golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dalam putusan

tersebut MK menyatakan ‘“Mahkamah menegaskan istilah “antargolongan” tidak

dan/atau peras: ekatan atau kese ff am satu ikatan
(korps) beri
Selanjutnye genai penistaan atau pe sebutkan di dalam

Pasal 156 a KUHP. “Dipidana dengan pidana pen anya lima tahun

barang siapa ‘deng . : an perasaan atau

a. ade S penyalahgunaan atau

Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di
atas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan

dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.
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Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan di sini, ialah yang semata-mata
(pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan
demikian, maka, urai

1-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara

ni, disamping
gkhianati sila

pada tempatnya,

https://www.facebook.com/groups/53045242877/permalink/10157989164572878

?sfns=mo yang pada saat ini diketahui telah dihapus.”*

% \Wawancara Dengan Reza Cesario selaku penyidik Polres Inhil
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Rio Aidul Putra selaku
Penyidik Polres Inhil yang mengatakan bahwa : “Telah dilakukan penyelidikan

terhadap pemilik akun.yang telah memposting konten.yang diduga mengandung

kesengajaan yar an ole ; saudara Usman

Bin Asril asa a de mahnya. akat saat sekarang

dengan nomor IMEI 1 862589032867037 dan IMEI2 862589032867029.%

% Wawancara Dengan Saudara Rio Aidul Putra selaku penyidik Polres Inhil
% \Wawancara dengan Usman Bin Asril terdakwa pelaku ujaran kebencian berdasarkan
putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Thh)
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Lebih jauh Saudara Usman Bin Asril terdakwa pelaku tindak pidana ujaran

kebencian mengatakan : “Bahwa yang memposting konten di Grup Facebook

M.Pd menje an bahwa at seba am postingan yang
dilakukan Facebook atas

nama Warg semoga beliau

secepat nya makna sebagai

berikut.

Pertama, residen,...memiliki
makna bukan ya r, rasa gembira, rasa
simpati, atau dukunga sebagai presisen periode
2019-2024, tetapi sebagai sind rasa tidak suka, dan rasa

benci (kebencian) kepada Jokowi. Dengan demikian, melalui tulisan yang
diposting melalui akun Facebooknya, Usman Bin Asril menyindir pelantikan

Jokowi sebagi hal yang tidak disukainya atau dibencinya. Kedua, penggalan

% |bid
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kalimat..., semoga beliau dipanggil secepat nya oleh yg maha kuasa..Aaminnn”
memiliki makna bukan yang sebenarnya sebagai doa atau harapan kepada Tuhan

sebagai rasa syukur, rasa gembira, atau dukungan kepada Jokowi, tetapi sebagai

a benci kepada

n rasa benci
yang mendals | alk r a Usn Asril sebenarnya
menyumpahi Jg agar mening ; Jmpahi seseorang
agar meningga Kan rasa asa dendam yang

mendalam. Deng - an bahw aki yang bernama

mengandung muatan ujaran kebencian kepada Jokowi yang dilantik sebagai

presiden periode kedua 2019-2024.

% Hasil BAP dengan Dudung Burhanudin selaku Ahli Bahasa Dan Sastra Indonesia.
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Berdasarkan kronologis di atas dan fakta yang diperolen Penyidik :
Perbuatan Saudara Usman Bin Asril selaku pemilik akun Facebook atas nama
Warga Langit atau oran

ang menguasai akun Facebeek atas nama Warga Langit

ang disengaja,
dibuktikan deng anya a : ¢ @n secara sadar,
memuat Inform ektronik g memiliki muatan
kebencian ata suha diy an/ata asyarakat tertentu
berdasarka . " jama, - X dan a . yang dilakukan
melalui Sistg ¥ = engan akun atas
informasi yang
individu dan/atau
kelompok masyaraka nerdasar agama, ras dan

antargolongan sebagair Q. A Pasal 28 ayat (2) UU No.
u LIN Sy

19 Tahun 2016 tentang perubaha tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
Walaupun pelaku memiliki hak dan kebebasan untuk berpendapat yang

dijamin konstitusi; namun di dalam menggunakan haknya tersebut tidak boleh

dilakukan secara melampaui batas atau di luar kewenangan atau melawan hukum.
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Yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan tersebut bukan sebagai pejabat
yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang atau memiliki alas

hukum yang sah, sehingga melawan hukum kare

masyarakat d ‘ﬁo‘% “ ‘ ““m‘ % . pejabat Presiden

elah menyinggung tokoh

up Facebook
oleh masyarakat

luas (siapa Publik yang

ditandai de lik akun media
social Face bersangkutan
maupun ya Indragiri Hilir

085 82

"
D
i

<Tembilaha
membaca, atal
foto dan me

diketahui dari Al3

J )
)
=l
o
QD
o
=4
[N
[N
\‘
r.
-~
D
o
QD
=}

adanya sejumlah kon
informasi.

Sedangkan unsur materiil “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” telah Terpenuhi

sebagaimana telah diterangkan oleh Ahli Bahasa. Atas perbuatan yang dilakukan
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Saudara Usman Bin Asril tersebut, telah memenuhi unsur-unsur Pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang
perubahan UU No. 11 tahun 2008 yaitu :
“Setiap-Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (2) dipidana.dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/
atau denda paling-banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).”
Bahwa perbuatan Saudara Usman Bin Asril yang telah menghapus akun
Facebook atas nama \Warga Langit tersebut dan juga telah membuang nomor
Handphone 0812 6167 7416 yang digunakan sebagai ID / User akun Facebook
atas nama Warga Langit tidak dapat menghilangkan / tidak menghapuskan
perbuatan yang telah dilakukan oleh Saudara Usman Bin Asril yaitu memposting
kalimat “Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau seeepat nya di panggil
oleh yg maha kuasa.. Aamiin” tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendrizal selaku penyidik Polres Inhil
yang mengatkan bahwa : “Telah dilakukan tangkapan layar (screen shot) dan/atau
hasil cetak transkrip postingan tersebut yang.diperkuat dengan keterangan Saksi

sehingga telah memenuhi ketentuan, dapat dijadikan sebagai Alat Bukti

Elektronik sebagaimana yang telah diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2016
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tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.”®
ektronik dan dokumen

Barang bukti tersebut merupakan Sistem

2016 tentang
perubahan asl dan Transaksi
Elektronik
1. dan/atau hasil
au hasil cetaknya
an dari alat bukti

yang sah se _ *)

3. Informasi Elektro .- ﬁ ‘

onik dinyatakan sah apabila

X\

menggunakan Sistem Elek dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini;
4.  Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku untuk :

% Wawancara dengan Iptu Hendrizal selaku Penyidik Polres Inhil dalam perkara utusan
No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Thbh).



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

111

a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk

tertulis; dan

JU RI No 11
Tahun 200 ' J 3 : ni ’ ti Elektronik

menurut Pa 1 No. 19 7 . atas UU RI No 11

serta Pasal 5 Ayat (1), A . a ‘ “‘q‘.‘,

Informasi Elektronik adala ekumpulan data elektronik, tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy
atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
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memahaminya. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pertimbangan H

Unsur-unsur tersebut akan menjadi pertimbanan majelis Hakim dalam
mempertimbangkan putusan yang akan dijatukan kepada terdakwa apa bila

perbuatan yang terdakwa lakukan memenuhi unsur-unsur tersebut.
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Setiap Orang :
Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

dapat memperce atannya, , akwa dalam perkara

ini adalah

identitasnya

ngga tidak terjadi kesalahan
orang (error in persona q h *Qw* dak dalam keadaan kurang
WG

sempurna akalnya (verstandeli S) atau sakit jiwa (zeekelijke storage

der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP.
Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya menghapuskan kesalahannya

karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan

tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi
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sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak yakin unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Iklan2.

diartikan seba Ng ak endaki berarti ada
akibat yang o© kan at s 103 erbuatan yang
dilakukan ter erarti ;‘ 2lakukan suatu
perbuatan ada ahwa per ™ : ksanakan akan
menghasilkan ak N3 15 ahui pula bahwa

perbuatan y.

yang sah termasuk perbuatan tersebut melanggar hak orang lain atau melawan
hukum. Dimana Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk
mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dianggap

atau diduga berisi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Dan Transaksi Elektroni

pelaku. Be . : K Indonesia Nomor
19 Tahun
lektronik yang

dimaksud denga i E ad: ata ulan data elektronik,

Pengertian dari "Menyebarkan informasi” tidak dijelaskan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik, namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2
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IPUU-VI11/2009, kalimat "Menyebarkan informasi* merupakan " mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik
enimbulkan rasa kebencian

dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan untuk g

adalah tinda asi Elektronik

atau Doku dalam aktivitas

mendistribusik arena pi ang mendis ngetahui siapa

seseorang : : dokumen elektronik

kepada pihak I e oh: mengirimkan

'*-\ an seseorang terhadap
<o

sistem elektronik, yang . & ‘ _informasi elektronik dapat diakses
[\ g

email kepada 3

orang lain. Contoh menyediaka au tautan pada sebuah situs web
sehingga orang lain dapat mengakses ke tautan tersebut. Contoh lain adalah
memberikan kode akses kepada orang lain untuk masuk ke dalam suatu sistem

elektronik.
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Media Sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa
berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan
dunia virtual. Blog, jej

ing sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang

yang

membuat posting : ehoo I <Tembilahan>

<

patroli terhadap akun-a at konten konten kebencian,

“. .

& AN\ 2
hoax dan konten negatif lain u kami menemukan adanya akun
Facebook yang memuat konten terhadap Presiden Jokowi yaitu akun Facebook

dengan nama Warga Langit yang diposting pada Grup Facebook Kabupaten
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Indragiri Hilir <Tembilahan> Riau yang berbunyi : "presiden, semoga beliau

n ?’96

dipanggil di panggil oleh yang maha kuasa.. Aamiin™.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Rio Aidul Putra dan Reza

Bapak Ir.Joko Widodo ke Gru acebook Kabupaten Indragiri Hilir

<Tembilahan> Riau tersebut.”®

% Hasil Wawancara Dengan Rio Aidul Putra dan saksi Reza Cesario selaku penyidik
Tipider Polres Inhil

% Wawancara Dengan Rio Aidul Putra dan saksi Reza Cesario selaku penyidik Tipider
Polres Inhil

% Wawancara Dengan Usman Bin Asril Terpidana Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian
dalam perkara Kasus Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Thh)
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Lebih jauh untuk memperjelas apakah perbuatas terdakwa mengandung
unsur ujaran kebencian, dalam melihat kasus ini hakim juga mempertimbangkan
a Muhammad Salahuddien

pendapat ahli atas anggalanny, ST, MM,

berbagi akt

Atas
3 lembar screens j ebencian ya posting @ acebook atas nama
"Warga L a ; ukti mengakui dan

membenarkanny : 10 ‘-’ angit" tersebut

Aamiin”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa telah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan
cara posting status melalui akun facebook "Warga Langit" merupakan perbuatan

yang dilakukan secara sengaja serta penuh kesadaran yang dilakukan untuk
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menyampaikan informasi serta menyebarluaskan berita yang mudah diakses dan
memberikan kesempatan kepada siapa saja yang menjadi tahu baik langsung
maupun tidak langsung. serta memberikan reaksisdengan cara memberikan
komentar baik secara positif maupun negatif.

Karena suatu tulisan atau gambar pada Facebook termasuk dalam aktivitas
mendistribusikan, pihak .yang-mendistribusikan ‘tidaksmengetahui siapa saja yang
membaca tulisan atau gambar. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Majelis.Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi karena
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertentu individu dan/atau
kelompok masyarakat atas suku, agama, ras, dan antargolongan (RAS).

Kemudian pada unsur ketiga. ini mengandung beberapa unsur yang bersifat
alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika salah satu unsur terbukti
maka dianggap telah terbukti‘unsurmlainnyay Bahwa pengertian kebencian adalah
tanggapan atau perasaan benci/sifat benci yang akan menimbulkan permusuhan
individu/kelompok masyarakat dengan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian, permusuhan-individu dan/atau kelompek masyarakat tertentu sebagai
akibat dari perbuatan penyebaran-Informasi Elektronik mungkin terjadi baik antar
orang, kelompok atau masyarakat pihak lain.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta bersesuaian
pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa hari Minggu

tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 14.30 Wib saksi Reza (anggota Polres Inhil)
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melakukan patroli siber terhadap akun-akun media sosial yang memposting
konten bermuatan kebencian, hoax dan konten negatif lainnya dan saat itu Reza
menemukan adanya

akun Facebook yang memposti onten terhadap Presiden

n patroli siber
yang did asat Reskrim

memerintahka v si Ri untuk melakukan

nomor handpha te am akun Facebook
tersebut.
Terdakwa dengar Q &
LIS\ N
cara masuk ke Facebook de dphone dan Login ke Facebook
menggunakan nama atas langit dengan menggunakan Handphone 081261677416
dan kata sandi nusaibahl123razan, setelah masuk ke Facebook milik dengan nama

Warga langit kemudian yang mendengar atau melihat pada saat itu Bapak.Ir. Joko

Widodo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia kemudian meluapkan rasa
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tidak suka kepada Presiden Joko Widodo dengan alasan "Pemerintahan sekarang
yang dipimpin Bapak Ir. Joko Widodo telah gagal dalam menjalankan

pemerintahan”, sehingga. menyampaikan rasa tidakssuka/kekesalannya kepada

meninggal dunia.'®

% Wawancara Dengan Sasksi Selaku Kader PDI Perjuangan Cabang Inhil Yang Merasa
Tidak Terimah Dengan Podtingsn Terdskwa.

100 \wawancara Dengan Dudung Burhanudin Selaku Saksi Ahli Bahasa Dalam Perkara
Ujaran Kebencian Perkara Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Thh)
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Menanggapi keterangan saksi ahli bahasa yang menerangkan bahwa

perbuatan terdakwa atas postingannya mengandung unsur kebencian, lebih lanjut

erdakwa menghapus

o
dimana '
L

postingan di akun face git" tersebut karena nomor

Qa‘\\‘?

Handphone dengan nomor 08 ik mendapatkan telpon dari orang

101 \Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan dalam perkara Putusan No:
13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh.
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yang tidak dikenal terkait dengan postingan tersebut yang buat di akun facebook

atas nama "Warga Langit".**?

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim

iy disay yejepe il udwnyo(]
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1. Bahwa berdasarkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beserta
tanggapannya yang menyatakan Dakwaan Melanggar Asas Legalitas

Hukum Pidana dan Dakwaan Penuntut Umum Tidak Terbukti, Majelis

102 \Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan dalam perkara Putusan No:
13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh.
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Hakim berpendapat bahwa terhadap Surat Dakwaan yang diajukan oleh
Penuntut Umum dan Nota komentar yang telah pula diajukan oleh Tim
n. putus dalam Putusan Sela

Penasihat Hukume«Terdakwa telah Majelis Haki

.%,, Iktikan lagi karena sistem

pembuktian pembt Q.. Secs i

E“ ‘lb
Berdasarkan Nota Pembe enasehat Hukum, Majelis Hakim
berpendapat mengenai pertimbangan unsur ke 4 (empat) dari Nota Pembelaan
Tim Penasihat Terdakwa tersebut. Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan

yang dilakukan oleh terdakwa ujiaran kebencian telah terpenuhi dan terbukti,
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sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Nota Pembelaan Tim Penasihat
Hukum terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Berdasarkan Surat.Tuntutan Penuntut Umum serta tanggapan-tanggapannya
yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dimana Majelis Hakim
sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh telah
memenuhi seluruh unsug:dari-Pasal yang didakwakan, sebagaimana suratimbang
yang diajukan oleh Penuntut Umum, tetapi akan tetapi Majelis Hakim tidak
sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal hal pemidanaan yang harus
diterapkan kepada diri sendiri sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum, oleh
karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang harus sesuai dan
ditetapkan dengan perbuatan terdakwa.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat
menghapuskan pertanggungjawaban pidana; baik sebagai alasan pembenar dan
atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memperbuat perbuatannya, oleh karena
itu terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan
dijatuhkan pidana Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan yang pada pokoknya trerdakwa Usman Bin Asril telah terbukti
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secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan Informasi Elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan
permusuhan individ

Jan kelompok masyarakat .tertentu berdasarkan suku,

atas "War angit" Tetap terlamg alam a, 1 (satu) buah
32867037 imei:
862589032867 ikan kepada pertem G embebankan kepada

Terdakwa memba i ) y. 1 rupiah).
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

U ang-Undan
d g-Undang
El
a
oF
& |
o
n 1
g

Elektronik, dan
k dan Dokumen
kuatan alat bukti

oot konten kebencian yang

barang bukti beru . (‘““‘%

diposting oleh akun Facebc arga Langit" Tetap terlampir dalam
berkas perkara; 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1603 warna gold
dengan imei 1 : 862589032867037 imei: 862589032867029. Hal ini
diperkuat dengan adanya keterang dari ahli bahasa dan sastra Indonesia Jo

ahli bahasa ITE yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Usman
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Bin Asril yang memposting kalimat “Selamat atas pelantikan presiden,

semoga beliau secepat nya dipanggil oleh yg maha kuasa..Aamiin”

2.

bahasa dan sastra Indonesia Jo ahli bahasa ITE yang pada pokoknya

menyatakan bahwa perbuatan Usman Bin Asril yang memposting kalimat
“Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau secepat nya dipanggil

oleh yg maha kuasa..Aamiin” merupakan perbuatan yang mengandung
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ujaran kebencian. Pertimbangan non yuridis hakim dalam dengan

mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan

memeriksa dan

dalam menilai

segera meningkatkan pembu ara elektronik ke dalam KUHAP agar
pembuktian secara elektronik kekuatan hukum dalam penggunaannya
dianggap sah jika dihadirkan sebagai alat bukti di persidangan dan

mempermudah pekerjaan para penegak hukum dalam sidang di pengadilan.
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